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Hukum Islam memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja,
juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk
bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai
penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan
kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang
disebut majikan. Penentuan upah merupakan salah satu penentuan efesien atau
tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Islam sangatlah menghargai
profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang didasari pada keahlian dan
manfaat oleh pekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja. Pertanyaan pada
penelitian ini bagaimanakah sistem upah buruh panen padi yang berlaku di
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan Bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap praktik sistem upah buruh panen padi yang dilakukan di
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan
Metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif, yang dimana
metode ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara (interview) dan telaah dokumentasi. Hasil dari penelitian
ini disimpulkan bahwa sistem pengupahan di Kecamatan Samadua ini
merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk di
Kecamatan Samadua, masyarakat di Kecamatan Samadua memberi upah dengan
gabah basah dan cara pembagian upah mayoritas sama yaitu delapan banding
dua. Untuk para buruh dua sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Sistem
upah yang berlaku di masyarakat Kecamatan Samadua sudah memenuhi syarat
dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang
melakukan akad di Kecamatan Samadua yaitu sama-sama baliq dan berakal
sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu delapan banding
dua atas dasar kerelaan dan kepercayaan. ljab dan gabulnya jelas antara pemilik
sawah dan buruh panen padi, dan manfaat jasa dan upah telah memenuhi syarat
hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
o Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B) Ra R Er
3 Za z Zet
o Sa S Es
5 Sya SY Esdan Ye
n Sa S Es (dengan titik di bawah)
2 Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za V4 Zet (dengan titik di bawah)
4 ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
S Fa F Ef
it Qa Q Qi
3 Ka K Ka
J La L El
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¢ Ma M Em
¢ Na N En
9 Wa W We
2 Ha H Ha
B Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Sumber; SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis
dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai
berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah | |
f Dammah U u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
sl Fathah dan ya Ai Adan |
Ell Fathah dan wau lu Adan U




Contoh:

(25 1 kaifa
J# : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

st Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
- Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
e Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:

&l . mata

e . rama

|3 . qila

s S —

I . yamutu

4. Ta Marbiatah

Transliterasi untuk ta marbazah ada dua bentuk, yaitu: ta marbasah yang
hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbirah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbirah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta marbzzah itu ditransliterasikan dengan ha (h).



Contoh:

JUB i . raudah al-afal
U AR . al-madinah al-fadrah
ReX : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydid () dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

Sy . rabbana
e : najjaina
B al-hagg
FH o al-hajj
(";"} . nu’ima
35\3 . ‘aduwwun

Jika huruf < memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().

Contoh:
e . ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

Z}f . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
Xi



dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

W\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
45))\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
a3 : al-falsafah
U - al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
036 . ta’murina
25l . al-nau’
tosh . syai'un
) é . H
&l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari al-Qur’an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh.
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Contoh:
ol b 3 : Fr zilal al-Qur’an
cpedl s Al : Al-Sunnah gabl al-tadwin

edl ot Y Ll ases (3 OLlall 1 Al-‘Ibarat FT ‘Umiam al-Lafz la bi khusis
al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa
huruf hamzah. Contoh:

A 235 : dinullgh

Adapun ta marbzrah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

MECSRERE . hum f7 ragmatillah
10.Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai Kketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau
Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang
(al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
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Contoh:

Wa ma Mukhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazz bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazr unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tas

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang menganjurkan umat-Nya
dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi
mengharapkan rizki dan ridho-Nya. Manusia harus berikhtiyar mencari karunia
Allah SWT dimuka bumi melalui berbagai proses yang dimilikinya. Manusia
adalah mahluk sosial, karena manusia tidak dapat lepas dari individu lain, baik
yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi kemaslahatan
umat. Sebagai- umat manusia kita harus selalu berusaha dalam mencari rizki
untuk dapat hidup di dunia ini, dan tidak hanya berpangku tangan berharap
bahwa rizki itu akan datang dengan sendirinya tanpa usaha, dan Allah akan
memberikan suatu balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh
manusia dengan berusaha dan bekerja.t

Perekonomian merupakan sebuah faktor yang sangat penting dan
berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai ekonomi
sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi baik
sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga
manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji, dan sarana
transportasi. Kedua sumber tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu
manusia. Melalui tenaga manusia sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan
dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan
manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok

tanam, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.?

!Lahuda. “Tinjauan Figh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus
Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin”. Skripsi. 2017. him. 1
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Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia
selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, Hukum Islam memberi tekanan yang
sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan
bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.
Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau
tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah,
serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Upah
yang diterima oleh para pekerja merupakan suatu imbalan yang diberikan sesuai
dengan jasanya untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dikerjakan. Upah
tersebut sebagai konsekueni perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan
pekerja atau buruh.?

Penentuan upah merupakan salah satu penentuan efesien atau tidaknya
kerja seorang tenaga kerja. Dimana masalah upah selalu menjadi dilema bagi
para pekerja dan pengusaha. Pengaturan upah yang berlandaskan keadilan selalu
diinginkan oleh semua pihak dan mendatangkan dalam pengupahan tersebut.*
Islam sangatlah menghargai profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang
didasari pada keahlian dan manfaat oleh pekerja kepada perusahaan atau
pemberi kerja. Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan
upah pekerja., yaitu: prinsip keadilan dan kecukupan, akan tercapai ketika upah
yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan

kesejahteraan pekerja.®

3 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema
Insani Pers, 1997), cet.ke-2, him. 103

*Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, Mimbar Hukum, Vol.
29, No. 1, 2017, him.82

SNur Mardiah, “Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Net working dan
Maslahah Pada Sistem Pengupahan dilndonesia”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 9, No. 2,
2018. hIm.196



Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaanya. Sistem
pengupahan pada buruh seharusnya tidaklah terjadi kerugian antara masing-
masing pihak, pengupahan harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.
Tetapi pada tataran praktisnya yang sering terjadi dilapangan yaitu adanya
ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul menjadi permasalahan
yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang
mereka terima. Oleh karena itu hal yang mesti diterapkan dalam pengupahan
yaitu tercapainya asas kemaslahatan. Maksud kemaslahatan disini yaitu
bagaimana sehingga pengupahan yang dilakukan pada pekerja dapat
mendatangkan manfaat bagi para pekerja dan keluarganya serta berusaha
menghindari segala hal yang kemungkinan akan merusak sehingga tidak adanya
kerugian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Pada masyarakat di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
mayoritas masyarakat Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan adalah
petani karena minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang
memaksa mereka hanya bekerja sebagai petani. Namun sebagian besar
masyarakat Kecamatan Samadua bekerja sebagai buruh tani karena mereka
tidak memiliki lahan sawah, sedangkan masyarakat yang memiliki lahan sawah
hanya sebagian kecil. Mereka yang memiliki lahan pertanian berupa sawah,
yang setiap kali memasuki musim panen padi mereka mempekerjakan buruh.
Para pekerja atau buruh ini melakukan tugasnya yaitu memotong padi apabila
telah panen, pengupahannya suah ada dilakukan sejak dahulu kala hingga
sekarang menggunakan cara yang sama Yyakni sistem pengupahan dengan
memberikan gabah basah kepada setiap buruh dihari akhir panen ketika sudah
selesai pekerjaan. Pengupahan yang demikian telah dilakukan sejak lama dan
hampir semua menggunakan sistem pengupahan tersebut sekalipun tidak ada
akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi sebuah akad

kesepakatan diantara mereka. Pada jaman dahulu kala mereka menggunakan



sistem tersebut karena sulitnya mencari uang, sehingga upah yang diberikan
berupa gabah basah hasil panen dari sawah mereka sendiri.

Banyaknya upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem
pengupahan harian, yaitu jika buruh tani mendapatkan sepuluh kaleng cat gabah
basah dalam sehari, maka dua kaleng cat gabah basah untuk buruh tani
sedangkan delapan kaleng cat gabah basah untuk petani atau pemilik sawah.
Ukuran kaleng cat yang digunakan yaitu dua puluh lima kg. Maka satu kaleng
cat gabah basah jika dijual senilai lima puluh ribu rupiah.

Satu buruh tani membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mendapatkan
10 kaleng cat gabah basah, karena melihat pekerjaannya yang tidak mudah yang
membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan upah yang minim menurut para buruh
tani tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Melihat biaya kehidupan dan
pendidikan sekarang tidak lah murah. Sistem pengupahan yang demikian
dibenarkan selama adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Karena ketentuan ekonomi dan kurangnya keahlian di bidang lain yang
membuat. masyarakat disana hanya bekerja sebagai buruh tani dan
menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Sehingga sistem pengupahan
ini terus melekat terus melekat dalam kegiatan upah buruh panen padi dengan
kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuian sistem pengupahan
dengan tinjauan hukum islam.

Melihat kesenjangan yang telah dipaparkan, upah merupakan topik yang
menarik untuk diteliti lebih dalam. Karena, pada dasarnya upah adalah masalah
yang sangat krusial dalam dunia kerja, dan sangat berpengaruh terhadap
kesejahteraan hidup para pekerja atau buruh. Sampai saat ini, upah masih
menjadi dilema bagi para pekerja atau buruh dan pemberi. Oleh karena itu,
penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh panen
padi dan menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah

buruh panen padi tersebut dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi proposal



dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh

Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis
merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah sistem upah buruh panen padi yang berlaku di Kecamatan
Samadua Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem upah buruh
panen padi yang dilakukan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh

Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mendapatkan informasi mengenai sistem upah buruh panen padi
yang berlaku di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah
buruh panen padi yang dilakukan di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh
Selatan.

D. Penjelasan Istilah
1. Upah Buruh
Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia
melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus

besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai



pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan
untuk mengejarkan sesuai seperti gaji.®

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk
orang lain dengan mendapat upah.” Buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Upah buruh adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja atau kesepakatan. Menurut Nurimansyah Hasibuan
menyatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang
diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang
dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.®

3. Sistem

Sistem adalah suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi apapun yang
apabila ada suatu kegiatan yang saling berhubungan terhadap satu dengan
yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu sudah dikatakan sistem.

4. Gabah Basah
Gabah basah adalah bulir padi yang sudah dirontokkan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya untuk mencari
informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk
membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang

telah pernah dilakukan oleh orang lain. Dalam bentuk menghindari kesamaan

5W.J.S Poerwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 111, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai
Pustaka,2006), him. 1345

"Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet-7, him.158

8Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
him. 68



dalam melakukan penelitian, maka peneliti merasa harus mengkaji dan
menalaah beberapa hasil karya ilmiah terkait dengan masalah yang dibahas guna
memberikan gambaran tentang topik yang akan dipelajari pada penelitian
sebelumnya, sehingga tidak akan terulang kembali. Seperti halnya penelitian ini
belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul
skripsi yang penulis teliti.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema sistem upah
buruh panen padidan halyang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan,
diantaranya:

1. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudara Anton Satria jurusan
Muamalat, Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga
pada tahun 2009, dengan judul ““ Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk
Ranau Selatan Kab. Oku Selatan — Sumatera Selatan) . °
Dalam penelitian ini, saudara Anton Satria menggunakan metode
deskriptif analitik dengan heberapa teknik pengumpulan data lainnya,
yaitu observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa Sistem pengupahannya adalah dengan padi atau
gabah itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya bawon (gabah upah
memanen). Ada dua sistem pengupahannya: pertama setiap sembilan
kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat 1 kaleng gabah, ini
apabila makan, minum dan rokok ditanggung oleh pemilik sawah. kedua
apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja maka pekerja mendapat
tambahan 1 kaleng upah gabah sebagai pengganti makan sedangkan
minuman, makanan ringan dan rokok disediakan oleh petani. Sistem ini

berlaku untuk semua pekerja, baik hanya satu orang, dua orang atau

9 Anton Satria. “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspekif Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Kabupaten OKU-Selatan-Sumatera
Selatan™. Skripsi. 2009. him. 109-124



lebih. Praktek pelaksanaan pengupahan buruh panen padi dengan sistem
9:1 (siwa luar sai) yang terjadi di Desa Pagar Dewa ini apabila dilihat
serta dianalisis dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam
yang bersumber dari al-Qur ’an, al-Hadits, ‘Urf dan Maslahah Mursalah
tentang sistem pengupahan buruh panen padi. Baik dari wacana keadilan
maupun dari sistem pengupahannya, maka sistem upah buruh panen padi
di Desa Pagar Dewa dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan.

2. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Lahuda jurusan
Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Raden Fatah pada tahun 2017, yang mengangkat judul “Tinjauan Figh
Muamalah Mengenai Ssitem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa
Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin” 1°
Dalam penelitian ini, saudari Lahuda menggunakan metode penelitian
adalah field research, untuk memecahkan masalah yang dihadapi
digunakan pendekatan normatif melalui ‘urf sehingga dengan pendekatan
tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan sistem
pengupahan di Desa Semuntul sudah sesuai dengan hukum prinsip ijarah
dalam figh muamalah. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa
praktek pengupahan buruh tani dengan sistem yang dilakukan di desa
Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin Sumatera
Selatan ini sudah menjadi tradisi. Mereka tidak terpaksa dan bukan
karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini
dibolehkan dalam hukum Islam.

3. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh saudari Alisa Sartika jurusan
Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2016, yang mengangkat judul
“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani

10') ahuda. “Tinjauan Figh Muamalah Mengenai Sistem...... him.71-73



Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan
Ambarawa, Kabupaten Pringsewu).!!

Dalam penelitian ini, saudari Alisa Sartika menggunakan metode
penelitian lapangandengan beberapa teknik pengumpulan data lainnya
seperti wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah tidak
diperbolehkan, hal yang mendasari tidak diperbolehkannya sistem
pengupahan ini karena penangguhan pembayaran upah tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu ketika gagal panen maka
buruh tak mendapat upah dan tidak ada kejelasan upah yang akan

diterima.

F. Metodologi Penelitian

Dalam Melakukan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode
penelitian, dalam metode penelitian menggambarkan bagaimana data yang
didapatkan secara akurat dan dirangkum dengan lengkap. Sehingga data yang
dikumpulkan penulis sangat berguna dan bermanfaat sehingga dapat di
pertanggung jawabkan.

Penelitian yang penulis_ lakukan ini dapat dikategorikan sebagai
penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya
pada proses penyimpulan serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena
yang diamati dan lebih ditekankan padausaha menjawab pertanyaan penelitian
melalui cara- cara berfikir formal dan argumentatif.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam

pengumpulan data yang dibutuhkan

11 Alisa Sartika. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah
Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten
Pringsewu)”. Skripsi. 2016. hIm.88-91
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1. Jenis Metode Penelitian
Penulis Menggunakan Metode penelitian yang meliputi metode
penelitian kualitatif, yang dimana metode ini bersifat deskriptif analisis.
Deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan menggambarkan dengan
menggunakan data analisis, lukisan atau gambaran secara sistematis, yang
bersangkutan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena
yang diselidiki.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang ingin
diperoleh keterangan darinya. Dalam hal ini, karena penulis
menggunakan medote penelitian kualitatif, maka tidak ditentukan adanya
populasi atau sampel. Subjek penelitian yang dibutuhkan telah
ditentukan dengan sendiri dalam fokus penelitian. Dimana, subjek
penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan memberikan
berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan denga ntema dan masalah
selama proses penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah
data primer dan sekunder.
a. Data Primer
Data mentah atau primer merupakan data yang diperoleh secara terpisah
atau terpisah dari sumber pertama, seperti hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, data utama bersumber dari
penelitian lapangan
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan dari pihak kedua,
ketiga dan seterusnya. Maksudnya adalah data tersebut satu atau lebih
dari pihak yang bukan penulis sendiri dan bukan yang diusahakan oleh

peneliti dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang
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berasal adalah diambil dari majalah ataupun buku dan yang lain
lainnya. Dalam hai ini data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti
adalah sumber yang berasal dari koran, jurnal, buku, majalah, dan
informasi yang berasal dari media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta
untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan
observasi, wawancara (interview) dan telaah dokumen sebagai teknik
pengumpulan data.

a. Observasi
Observasi disini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung
kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan
penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan
yang sebenarnya.

b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan
untuk - mengumpulkan data penulis. Dalam metode ini penulis
menggunakan wawancara terbuka vyaitu terdiri dari pertanyaan-
pertanyaan sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau
informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata
saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan yang panjang.

Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi menjadi
gambaran bahwasanya penelitian ini real dilakukan, tidak ada unsur
rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini.

5. Intrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang akan penulis gunakan

dalam kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun alat yang
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akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat
tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan serta data
atau keterangan yang terkait dengan topik pembahasan yang diusung.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
7. Pedoman Penulisan
Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini
antara lain sebagai berikut:
a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-
Raniry Edisi Revisi 2019.
b. Al-Quran dan terjemahan.
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
d. Buku-buku kaidah figh

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai
sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok
pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi
empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai
pelengkap.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa
pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi
penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab yang membahas tentang pengertian upah dan
dasar hukum islam, rukun dan Syarat upah serta acam-macam upah, Penetapan

upah dalam islam, sistem upah dalam islam.
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Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang tinjauan hukum islam
terhadap sistem upah buruh panen padi Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh
Selatan

Bab empat akan diisi dengan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan
saran. Bab penutup ini dianggap perlu, karena dalam bab ini akan menjawab
permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akan ada saran

dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.



BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah dan Dasar Hukum Islam

Salah satu kegiatan manusia dalam bidang mu “@malah adalah memberi dan
menerima upah, upah diberikan kepada seseorang dengan Syarat seseorang harus
bekerja untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang di
lakukannya, dan sesuai kemampuan dan kontrak kerja yang telah di buat oleh pemberi
dan penerima upah.

Pengertian upah menurut Islam yaitu ijarah. Sedangkan menurut bahasa
merupakan devasi dari kata al-ajr yang berarti upah.*> Upah dalam bahasa arab disebut
al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti “iwad” (ganti), dengan kata lain imbalan
yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.'* Upah merupakan hak dari
seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses
produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena
merupakan kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan
perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan
ancaman siksa dari Allah Swt.'4

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang
diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa
terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi
hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.’> Islam memperhatikan pemberian upah
harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran
upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja.

Adapun dasar hukum islam yang terkait tentang upah adalah sebagaimana Nabi

12 Nandang Burhanudin, Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam, (Bandung: Cv Media Fittrah
Rabbani & Ypm Darussalam Kutai , 2010), him. 155
13 Sayyid Sabig, Figih Sunah, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), him. 7

14 M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah
Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, AL“-ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017

15 Djumialdji F.X, Perjanjian Kerja, cet ii, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), him.
39

14
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shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si
pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
(olay ool 2 le ) slatf 531 3521 45 OF Eaz 22
Terjemahannya : “ Menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn Walid Al-Dimasqy,
menceritakan kepada kami Wahbu ibn Sa’id ibn ‘Athiyyah
Al-Salamy menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn ‘Umar

berkata Rasulullah Saw berkata: Berikanlah kepada

seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, shahih).®
Maksud hadist ini adalah anjuran untuk untuk memberikan upah pekerja pada

saat selesai pekerjaannya dan sebelum kering peluhnya. Dasar hukum islam
yang membolehkan upah juga terdapat dalam al- Quran sebagai berikut :
1. Surah At-Taubah ayat 105

ch L s A A s o LG p ol f.ﬂ,},,f{z‘ Lot s ZTo s AR (P
Oglans V«fuw 83lgldlg g,.«x.“ C.Lc A) 093755 Ti05mslls ddelis V.QA.:— B pca s sz
(V+o)

Terjemahannya: “Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu,begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin,
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui
yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa
yang telah kamu kerjaan” (QS. At-Taubah [9] : 105)’

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggung jawaban dari setiap

pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan
ancaman kepada orang-orang Yyang meneruskan kebathilan, kezhaliman,
kesesataan dan penyimpangannya terhadap perintah-perintah-Nya. Ketika telah
tiba waktunya pada hari kKiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-

Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaaum muslimin.*®

16 |bnu Hajar Alasgoni, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, Shahih Sunan Ibnu Majah,
(Jakarta: Darun Nasyr Al Misyriyyah, t.th), him. 188

17 Balitbang Diklat Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), him. 285

18 Syaik Abdurrahman bin nashir, Tafsir Al-Quran, (Jakarta: Darus Haq ,2016), him. 333
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2. Surah Al-Qasas ayat 26- 27
e wtE - o PR = 3 Sco AT ! %
(Y1) VO RI6 5 Gnlins O 0 8 2 Bhlgllinmis] cJ6
o e Lo . A2 ~ I odots Ew s
O A asaE EXEUG T mie U A BT e (BEESLAS G, YE
’ _ L - ) P T P S s %0Es %
(YY) ddlalls Blil) planin D3I GAEIIG;

Terjemahannya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia
(Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk
orang- orang yang baik". (Q.S Al-Qasas : 26-27).%°

Avyat di-atas menjelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai

Ayah, pekerjakan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita
dengan gaji Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakan, karena
tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya.” Syu'aib berkata kepada Musa,"Aku
bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai mas kawinnya,
kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau
menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku
tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan
mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh yang baik dalam bermuamalat dan
menepati janji."?°

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep Islam
adalah menekankan pada dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat. Tetapi hal yang
paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada

penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

19 Balitbang Diklat Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), him. 388

2Ahmad Muastofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, (Semarang: Cv. Toha Putrasemarang,
1993), him. 84
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B. Rukun dan Syarat Upah Serta Macam-macam Upah
Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun yang membuat
suatu akad itu sempurna. Rukun adalah unsur-unsur dalam membentuk sesuatu
sehingga dengan adanya unsur tersebut sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk,
apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan.
Menurut jumhur ulama, upah dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun
upah sebagai berikut :%
1. Aqgid (pelaku akad), diantaranya mu jir, yaitu orang yang memberikan upah dan
musta jir yaitu orang yang menerima upah. Mu jir dalam perburuhan adalah
pemilik suatu usaha, sedangkan buruh sebagai musta ’jir.??
2. Sighat akad, yaitu ijab gabul berupa pernyataan kemauan dan niat dari mu jir
dan musta jir. Sighat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :23
a. Sighat akad secara lisan
Lafal, ucapan, atau perkataan adalah cara alami untuk mengungkapkan
keinginan seseorang yang dianggap mudah dan jelas. Maka, akad dipandang
telah terjadi apabila ijab dan gabul dinyatakan secara lisan dan dipahami
oleh para pihak yang melakukan akad. Tidak ada persyaratan penggunaan
kata-kata tertentu, asal kedua belah pihak rela sesuai dengan adat kebiasaan
yang telah dikenal di kalangan masyarakat.*

b. Sighat akad dengan tulisan
Tulisan menjadi cara alami mengungkapkan keinginan selain lisan. Akad
dengan tulisan dilakukan melalui surat-apabila kedua belah pihak tidak
berada dalam satu majlis pada saat melakukan akad. ljab terjadi setelah
pihak kedua menerima surat dimaksud, sedangkan gabul berarti jawaban
dari surat tersebut kepada pihak pertama.

c. Sighat akad dengan isyarat

Seseorang Yyang tidak mungkin mengungkapkan ijab gabul dengan

2Ghazaly, A.R. dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 276

22Karim. H, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him. 34

ZBasyir. A.A, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam0, (Yogyakarta: UlI
Press, 2004), him. 68

2 Muslich. A.W, Figh Muamalat, (Jakarta; Amzah, 2010), him. 135
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perkataan karena bisu, dapat menggunakan isyarat dengan syarat tidak dapat
menulis juga, karena pernyataan dengan tulisan dipandang lebih
meyakinkan daripada isyarat.
d. Sighat akad dengan perbuatan
Akad dapat terjadi tanpa menggunkan perkataan atau ucapan, tetapi
langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau
dengan kata lain saling menyerahkan harga dan barang (muathah). Sighat
perbuatan dilakukan dengan sepengetahuan dan kejelasan kedua belah
pihak, tidak ada unsur tipuan.
Ujrah, yaitu upah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
Ma’qud alaih, jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat harus bisa
dinilai dan diniatkan unutk dipenuhi dalam akad, pemenuhannya juga harus
diperbolehkan secara syar’i, dan kemampuan untuk memenuhi manfaat harus
nyata dan sesuai dengan syariah.?

Adapun syarat upah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan

hukum islam yaitu sebagai berikut:?®

1.

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan
ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dalam akad.

Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan
kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah
sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah
harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika
pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan
upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah
upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah Kerja ini

diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak.

% Djuwaini. D, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2010), him. 159
26 Ahmad Azhar Basyir. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat, Edisi revisi Yongyakarta: Ull
Pres.hal 105
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Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan.
Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-
barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti
tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi

atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha Yyang

mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat- syarat tersebut agar tidak timbul

suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

Upah

Adapun menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja,

dapat berupa uang, barang atau jasa. Tentang macam-macam upah

dijelaskan dalam dasar- dasar perburuhan yaitu sebagai berikut:’

1.

Upah Nominal, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja
yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau
pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

perjanjian kerja.

. Upah nyata, yaitu uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh

seorang pekerja yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli upah
tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang
yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

. Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk

membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan

pokok melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.

. Upah minimum, yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja.

. Upah wajar, yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh oleh

pengusaha dan pekerja sebagai imbalan jasa-jasanya.

27
Positif’

Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
>, Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, 2017, him.199
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C. Penetapan Upah Dalam Hukum Islam

Menetapkan upah memang bukan perkara yang mudah. Banyak teori yang
diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian menyatakan bahwa upah ditetapkan
berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, namun sebagain yang lain berpendapat bahwa
upah ditetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat
tersebut dapat ditengahi dengan ditawarkannya suatu penyelesaian tentang persoalan
upah, yaitu upah menurut Islam.?

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik terhadap permasalahan
pengupahan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dengan jalan :?°

1. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat sehingga tidak merugikan salah
satu pihak. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari setiap kerjasama
mereka dengan adil dan merata, sebagaimana dalam surat Al-Bagarah 279 yang

berbunyi :

(nva) O3allns 532NEKuett st oKB 228 S03tsp b mislinlass 1 g
Terjemahannya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah
perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu
bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu
tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi

(dirugikan).” (Q.S Al- Bagarah : 279).%°
2. Kedua belah pihak dalam melakukan akad diperingatkan untuk bersikap jujur
dan adil dalam semua urusan yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu Al-
Qur’an memerintahkan kepada pemberi kerja untuk membayar para pekerjanya
dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka. Prinsip
keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Jasiyah ayat 22 yang

berbunyi :

28 Rahman. A, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 11, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995),
him. 256

29 Rahman. A, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I1...... ,him. 256-258

30 Balitbang Diklat Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), him. 62
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(v7) ol ag St sy 5 (o3l st iales
Terjemahannya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang
benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S

Al-Jasiyah :22)3!
3. Pemberian imbalan harus sesuai dengan hasil kerjanya dalam produksi dan
pemberi kerja menerima keuntungan sesuai dengan modal dan sumbangsihnya

terhadap hasil produksi.

Upah merupakan aspek penting dalam suatu kontrak kerja, dalam Islam upah
harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan
pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan
prinsip keadilan. Upah yang terlampau rendah tidak seharusnya terjadi agar hak para
pekerja terlindungi. Pekerja dalam hubungannya dengan pemberi kerja berada pada
posisi yang lemah, sehingga Islam berusaha melindungi hak-haknya dengan
ditentukannya upah minimum oleh pemberi kerja. Upah tersebut dapat menutupi
kebutuhan pokok, hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya
sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak dan dapat
mempertahankan tingkat kehidupan yang wajar.>?

Kepada para pekerja upah seharusnya berada pada batas-batas kewajaran,
sehingga tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi, sebagaimana

dalam surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi :

"(r4) et ol o
Avyat tersebut menerangkan bahwa upah yang berhak dituntut oleh para pekerja kepada
pemberi kerja harus sesuai dengan apa yang mereka sumbangkan dalam pekerjaannya.
Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang akan memperoleh imbalan

berdasarkan apa yang dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan muamalah dalam hal

31 Balitbang Diklat Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi... ... him. 731

32 Rahman. A, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995),
him. 265

33 Balitbang Diklat Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), him. 775
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ketenagakerjaan.

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan
berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya,
semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar
dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat.

Upah masyarakat muslim yang sesungguhnya, cukup baik dalam membawa
hubungan para pekerja dan pemberi kerja lebih dekat dengan pekerja, sekurang-
kurangnya kebutuhan pokok para pekerja tertanggulangi.®*

Hadits Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta Abdul ar-Razzaq dari
Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w berkata: “Barang siapa mempekerjakan
pekerja, beritahukanlah upahnya.” (H.R Abdul ar-Razag, Shahih).®

D. Sistem Upah Dalam Islam

Sistem upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau
manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam
menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan
menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah
upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya
mereka akan 'menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah
seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa
yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam
profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar
didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.

Menurut Imam Abu Hanifah buruh yang rajin dan cepat bekerja akan

mendapatkan upah yang lebih tinggi dari buruh yang biasa, sistem upah ini sering juga

3 Rahman. A, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 11, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995),
him. 266

35 Muhammad Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
him. 133

36 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), him. 29
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disebut dengan nama upah mufarragah (berbeda). Dari sistem upah ini ada
keuntungannya yaitu biaya produksi dari setiap suatu kesatuan buruh barang semakin
turun dengan semakin besarnya produksi dan pekerja atau buruh yang rajin akan
mendapatkan penghargaan lebih tinggi dari buruh yang kurang rajin, sedangkan
kerugian sistem ini yaitu rendahnya upah mujmal (keseluruhan) dan upah wahidan
(kesatuan) yang diperoleh buruh yang kurang rajin.

M. Abdul Manan, seorang ahli ekonomi islam kontemporer yang menjelaskan
bahwa upah adalah upah yang menutupi kebutuhan dasar hidup yang benar-benar-benar
diterima oleh seorang pekerja atas pekerjaan yang ia lakukan. Upah mengacu pada
pendapatan pekerja, upah dapat dilihat dalam dua aspek yaitu moneter dan non-
moneter. Jumlah yang diterima pekerja/buruh selama sehari, seminggu, sebulan
berdasarkan nominal tenaga kerja. Upah riil seorang pekerja/buruh tergantung pada
berbagai faktor, sebagaimana dikatakan olen Abdul Manan, bahwa pekerja harus diberi
kompensasi tanpa membedakan kaya atau miskin, baik atau buruk, sebanding dengan
harga sebenarnya.’” Jika terjadi perselisihan tentang jumlah upah maka upah dinilai
berdasarkan penilaian dua orang yang paham dan mengerti tentang jasa atas suatu
pekerjaan yang terjadi dan menilai upahnya.

Sedangkan upah dalam adat yaitu mereka memberikan sesuai dengan tradisi
adat mereka yang sudah dilakukan sejak dahulu kala hingga aat sekarang. Sebagaimana
yang terjadi dikecamatan samadua kabupaten aceh selatan. Banyaknya upah yang
diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian, yaitu jika buruh tani
mendapatkan sepuluh kaleng cat gabah basah dalam sehari, maka dua kaleng cat gabah
basah untuk buruh tani sedangkan delapan kaleng cat gabah basah untuk petani atau
pemilik sawah. Ukuran kaleng cat yang digunakan yaitu dua puluh lima kg. Maka satu
kaleng cat gabah basah jika dijual senilai lima puluh ribu rupiah.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena
adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan

dan hasil material, dalam Alquran surah an-Nisa ayat 32 berbunyi :

37 M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Islam, terj M. Nastagim, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1995), him. 166
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(FY) Gles 3 2K 08 4610
Terjemahannya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian
yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa
yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada
bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.” (Q.S An-Nisa
: 32).%8
Dalam Alguran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai upah adalah para
majikan harus memberi upah kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka
berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-
baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai
kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggung
jawabkan kepada Allah.
Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan
ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di
atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi.
Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah
tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai
dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun
jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi
tersebut, pendek kata upah haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa
dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa
menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi
kesepakatan tentang upahnya.
Apabila upah tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan
sesuai dengan temponya, apabila upah disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau
kurang dari itu ataupun lebih maka upah tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan

kesepakatan tadi.

% Balitbang Diklat Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan
2019, (Jakarta: Pustaka Digital Mitra Netra , 2019), him. 112
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Dalam Islam penentuan perkiraan upah adalah disaat pertama kali melakukan
transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya,
apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan
maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang
berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian
untuk menentukan atau menangani upah Kkerja ataupun pekerja yang hendak
diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut
dengan khuba>ra’u. Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak
belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja,
adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu
tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan
tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran
yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang
lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk
memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak
perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah
sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.*® Adapun sistem
upah dalam islam yaitu sebagai berikut :4°

1. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Islam sangat melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu

pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam

memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.
2. Mencukupi kebutuhan dasar

Setidaknya dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, para pekerja akan merasa

diperhatikan oleh pemberi kerja sehingga terciptanya hubungan emosional yang

kuat antara kedua pihak dan menciptakan loyalitas pekerja terhadap pemberi

39 Masyhuri, Teori Ekonomi Dalam Islam, (Jakarta: Danie Press, 2004), him. 195-196

40Yuni Hidayatun Nisa, “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus
Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”, Jurnal Istiqro, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 91
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kerja.

Proporsional dan transparan

Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan demikian salah
satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan
job desc yang melekat yang melekat pada tiap pekerjaan.

Partnership relationship

Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan
pembantu, atasan dengan bawahan merupakan hubungan partnership. Dimana
keduanya saling melengkapi dengan begitu tidak ada majikan atau atasan yang
merasa superior ketika berpapasan dengan bawahannya.

Tidak menunda hak karyawan/pekerja

Menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan upahnya
tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan merupakan perbuatan yang zhalim.
Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah

merupakan hak pegawai atau pekerja yang harus segera dipenuhi.



BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
BURUH PANEN PADI DI KECAMATAN SAMADUA
KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Samadua merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten
Aceh Selatan dengan ibu kotanya adalah Tapak Tuan. Luas wilayah Kecamatan
Samadua adalah 9.670,47 hektar. Kecamatan Samadua memiliki empat mukim
yaitu Mukim Serikat Damartutong (Sedar), Mukim Kasik Putih, Mukim Suak
dan Mukim Panton luas dengan 28 desa secara keseluruhan.
Adapun batas-batas tertentu Kecamatan Samadua adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sawang
b.Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tapak Tuan
c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
d.Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah
Ditinjau dari letak astronomis Kecamatan Samadua berada pada 2°LU-
4°LU dan 96°BT-98° BT. Luas Kecamatan Samadua adalah 2,41% dari total
luas Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun Kecamatan Samadua berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia namun sebagian besar desa-desa di Samadua
bukan dominan desa pesisir melainkan hanya ada 11 desa yang merupakan desa
pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan selalu dilalui
jika melintasi Kecamatan Samadua.*!
Faktor geografis wilayah Kecamatan Samadua yang berada antara

Samadua Hindia dan Bukti Barisan memiliki potensi :

41 Statistik Daerah Kecamatan Samadua 2017, him. 1

27



28

a. Curah hujan tinggi

b. Hutan hujan tropis yang luas

c. Menerima penyinaran matahari sepanjang tahun

d. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi

Faktor tersebut sangat berpengaruh pada pola hujan di kecamatan
samadua yang cenderung ada setiap bulannya dengan intensitas rendah sampai
lebat.*?

1. Sosial dan Budaya
Dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat di Kecamatan Samadua

masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaaan. Nuansa persaudaraan masih
sangat kental dan erat sekali. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama yang
diadakan di setiap gampong, seperti kegiatan gotong-royong yang dilakukan
pada setiap perayaan hari-hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya.
Tingginya rasa sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Samadua juga bisa
dilihat pada rasa kepeduliannya terhadap warga yang terkena musibah,
masyaratnya silih berganti untuk menjenguk dengan membawa bungong jaro
dalam bahasa masyarakatnya, baik itu berupa uang atau makanan agar bisa
dimanfaatkan oleh yang terkena musibah. Dalam hal lain juga bisa dilihat ketika
adanya acara pernikahan, sunatan dan lain-lain dimana para pemuda dan pemudi
ikut ambil bagian pekerjaan masing-masing ada yang mencuci piring, memasak
nasi, menyiapkan rempah- rempah masakan, menjaga tempat hidangan serta
mempersilakan makan kepada tamu undangan.
Adapun kegiatan lain yang selalu diadakan oleh masyarakat Kecamatan

Samadua setiap tahunya adalah :

a. Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

b. Kenduri Tulak Bala

42 Statistik Daerah Kecamatan Samadua 2017, him. 2
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c. Memperingati Isra’ Mi’raj

d. Kenduri Jeurat

e. Kenduri Blang

f.  Kenduri Krung dan lain sebagainya

Di Kecamatan Samadua menggunakan dua bahasa yakni bahasa Aneuk
Jamee dan bahasa Aceh. Namun tidak semua masyarakat yang berdomisili di
Kecamatan Samadua menggunakan kedua bahasa tersebut dalam berinteraksi di
kehidupan sehari-hari. Contohnya Mukim Serikat Damartutong (Sedar), mukim
ini mayoritas masyarakatnya berinteraksi menggunakan bahasa Aceh dan hanya
menggunakan bahasa Aneuk Jamee ketika berkomunikasi dengan masyarakat
yang bermukim Kasik Putih, Panton Luas dan Suag. Hal ini disebabkan karena
masyarakat mukim tersebut hanya mengerti bahasa Aceh jika diucapkan dengan

pelan tetapi mereka tidak bisa membalasnya dengan menggunakan bahasa Aceh.

2. Mata Pencaharian

Dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Samadua terletak di antara
pergunungan dan lautan, sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai
petani dan nelayan. Di sektor pertanian kebanyakan masyarakatnya menanam
padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil panen padi juga bisa dijual
jika diperlukan. Untuk proses penanaman padi masyarakat Samadua sudah
menggunakan peralatan modern seiring dengan perkembangan zaman. Begitu
juga dengan nelayan yang juga menggunakan alat-alat modern untuk
mempermudah dalam mencari ikan di laut.

Berikut daftar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Samadua dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 3.1 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Samadua

No | Pekerjaan Jumlah (Orang)
1 Petani dan Nelayan 1387

2 Pedagang 335

3 Pegawai Negeri Sipil 752

4 Buruh/Pegawai Swasta 428

5 Indusri Rumah Tangga 186

6 Lainnya 298

Sumber : Kecamatan Samadua tahun 2022

Berdasarkan table di atas dapat dipahami bahwasanya pekerjaan
masyarakat yang ada di Kecamatan Samadua di dominasi oleh petani dan
nelayan, sedangkan pegawal negeri sipil menempati posisi kedua terbanyak
setelah petani dan nelayan. Untuk pekerjaan buruh pegawai swasta menempati
nomor tiga terbanyak setelah dagang diikuti dengan industry rumah tangga. Dari
table tersebut dapat kita lihat bahwasanya masyarakat di Kecamatan samadua
merupakan masyarakat yang maritim dan agraris mengingat letak geografis
wilayah yang terletak di tengah antara pergunungan dan lautan.

B. Sejarah Penggunaan Gabah Basah Dalam Pembayaran Upah Buruh
Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Menurut bapak Azmi, selaku pemilik sawah di Kecamatan Samadua,

alasan ia menerapkan sistem upah menggunakan gabah basah pada pekerja

karena sistem upah menggunakan gabah basah merupakan tradisi di kecamatan

tersebut. Padi yang sudah dipotong kemudian dikumpulkan, setelah itu padi

tersebut dirontokkan menggunakan mesin. Bulir padi yang sudah dirontokkan

itu disebut dengan gabah basah. Dulu orang-orang menggunakan gabah basah
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karena sulitnya untuk mencari uang. Maka dari hal itu mereka membayar upah
buruh panen padi dengan hasil dari sawah mereka sendiri. Sehingga mereka
tidak perlu susah mencari uang untuk memperkerjakan buruh. Sistem upah
gabah basah antara laki-laki dan perempuan sama saja tidak ada perbedaannya.
Selaku pemilik sawah, bahwa keuntungan dalam memperkerjakan lahan sawah
kepada buruh panen padi adalah pemilik sawah dapat terbantu kesibukannya
dalam mengelola pekerjaannya, apalagi bila pemilik sawah adalah termasuk
orang PNS dan tentu ia sangat sibuk dan tidak sempat dalam mengurus
sawahnya. Maka alternatifnya adalah memperkerjakan buruh panen padi untuk
memotong padi dengan menggunakan sistem upah gabah basah. Tentu hal
tersebut memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mempunyai
pekerjaan untuk memiliki pekerjaan dengan bekerja sebagai buruh panen padi

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.*®

Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Azmi selaku pemilik sawah

Menurut bapak Supardi, selaku buruh panen padi menjelaskan bahwa
yang mendorong mereka dalam melaksanakan sistem upah gabah basah karena
gabah basah merupakan makanan pokok yang langsung dapat digunakan dan

juga bisa dijual kepada para pedagang. Dulu para buruh panen padi senang

$Wawancara dengan Bapak Azmi, Hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 pukul 11:00 WIB.



32

apabila diberi upah dengan gabah basah, karena mereka yang tidak mempunyai
lahan sawah tidak perlu lagi membeli beras. Maka dari itu pengupahan dengan
gabah basah turun temurun sampai sekarang.**

Gambar 3.2 Wawancara dengan Bapak Suprdi selaku buruh panen padi

A

Y L A

Berdasarkan hasil wawancara/pengamatan penelitian dilapangan dapat
dipahami bahwa yang menjadi sebab mendorong terjadinya sistem upah gabah
basah di Kecamatan Samadua adalah adat tiadat atau kebiasaan, menciptakan
lapangan pekerjaan, dan saling membutuhkan antara pemilik sawah dan buruh
panen padi/pekerja. Sedangkan menjadi sebab terjadinya sistem upah gabah
basah adalah karena pemilik sawah membutuhkan pekerja dan buruh panen padi
membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketentuan dan akadnya adalah pemilik
sawah yang mempunyai kehidupan yang lebih mapan memperkerjakan buruh
panen padi untuk mengelola sawahnya. Bentuk pembayaran upah yaitu dalam
bentuk harian sesuai ketentuan delapan banding dua artinya delapan kaleng cat
bagian untuk pemilik sawah dan dua kaleng cat bagian untuk buruh panen padi.

44 Wawancara dengan Bapak Supardi, Hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 pukul 10:00
WIB.
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satu kaleng cat gabah basah senilai dengan lima puluh ribu rupiah apabila dijual
kepada pedagang.
Tabel 3.2 Bentuk pengupahan dalam harian

10 kaleng cat gabah basah dalam sehari
Dalam Bentuk Dalam Bentuk Dalam Bentuk
kaleng Cat Persen Rupiah
Pemilik Sawah 8 80% 400.000
Buruh Panen Padi 2 20% 100.000

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada
wilayah formal (yaitu wilayah yang upah buruhnya di atur oleh Undang —
Undang ) maupun informal (yaitu wilayah yang upah buruhnya karena adat
kebiasaan ). Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada
buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun,
karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektorin
formal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan yang
digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat
kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang
seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang
diabaikan. Maka penulis akan meninjau dari segi Syarat dan rukunnya agar
diketahui kejelasan hukumnya.

Sebelum memanen padi, terjadi kesepakatan antara pemilik sawah
dengan buruh tani dalam pemberian upah berupa gabah basah. Karena
kebanyakan upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan
gabah basah ini belum jelas. Artinya belum jelas karena disini berapa besar
nominal yang didapat belum bisa diketahui.
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Harga setiap jenis padi berbeda, harga tiap musim berbeda, Tentu saja
hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak
mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual padi tinggi maka
upah yang diperoleh banyak, jika harga padi rendah maka upah yang diperoleh
sedikit.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi
oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum islam yang
disepakat, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan
perbuatan yang melawan hukum islam, sebab perjanjian yang bertentangan
dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Kedua, harus sama ridho dan
ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah
didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak
ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus
merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah
pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah
seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak
sah.*®

Ketiga, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan
oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian
sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak
tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.*®

Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat
akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat belum terpemuhi rukun
dan syarat pengupahan sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini
penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan

syarat pengupahan.

45 Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232

46 Chairudin Pasarib, Hukum Perjanjian dalam Islam, (jakarta: Sinar grafika, 2004), him. 3
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1. Orang yang melakukan Akad (Aqid)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah
adanya mu-ajir dan musta’jir. Muajir yaitu orang yang memberikan upah dan
musta 'jir orang yang menerima upah. Dalam pekerjaan ini pemilik sawah
adalah sebagai mu ajir. Dimana dia menggunakan jasa buruh untuk melakukan
pekerjaan memanen padi. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk
melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang disebut musta’jir adalah para buruh tani.
Dimana mereka mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yaitu
memanen padi. Untuk mu ajir dan musta’jir disyaratkan harus baligh, berakal,
cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi. Dalam
sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Samadua, rukun dan syarat diatas
telah terpenuhi, masing- masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang
yang baligh dan berakal sehat.

2. Sighat Akad (ijab dan gabul)

Sighat akad, yaitu Ijab dan Qabul berupa pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan buruh
dengan jelas menyebutkan kesepakatan atau dalam perjanjian tersebut. Hanya
saja pemilik sawah menyebutkan pekerjaan yang harus di lakukan oleh buruh,
tidak menetapkan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tersebut.

Ijab dan gabul pemilik sawah dan buruh :

Pemilik sawah : ambo serah en padi mbo dakek waang atau etek untuk di panen
dengan upah delapan banding dua dalam sehari sampai salasai

Buruh : ambo panen padi di sawah uwen sesuai samo apo yang uwen ucap en

dan kito sepaket en.

Maksud dari percapakan antara pemiik sawah dan buruh yaitu pemilik sawah
mengatakan akan menyerahkan padi miliknya untuk buruh tersebut agar di

panen hasilnya dengan perjanjian kesepakatan upah delapan banding dua dalam
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sehari penuh. Buruh menyetujui atas perjanjian yang mereka buat.

Dalam sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Samadua, ijab dan
gobul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas
menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian
dalam pemenuhan rukun dan syarat dari ijab dan qobul dalam pelaksanaan
pengupahan buruh tani dengan sistem upah delapan banding dua tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

3. Penetapan upah/harga

Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang
bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar
dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu
tidak bernilai harta dalam islam. Di Kecamatan Samadua ditetapkannya upah
untuk buruh yang melakukan pekerjaan buruh tani berdasarkan kebiasaan yang
berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu upah dengan
menggunakan gabah basah. Dalam sistem upah buruh panen padi dengan hasil
panen di Kecamatan Samadua kelihatannya diawal akad tidak menyebutkan
berapa upah yang akan diberi, hanya saja buruh mengerti kebiasaan dari pemilik
sawah akan memberi upah delapan banding dua dari hasil panen sawah tersebut.
Dalam sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Samadua mengunakan
hukum Urf yaitu sesuatu kebiasaan atau adat istiadat yang di pandang baik dan
di terima oleh akal sehat, berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat
dalam melakukan jual beli atau memberi upah dalam kegiatan sehari-hari.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dengan buruh panen padi bahwa
upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengerluarkan banyak
biaya terbukti dari mengambur hingga memanen. Jadi buruh menyadari bahwa
upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia

kerjakan.
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4. Ma’qud alaih

Ma’qud alaih adalah Manfaat jasa dan upah. Disini pemilik Sawah
memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat yaitu menyuruh buruh untuk
memanen Sawahnya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan
berupa hasil dari sawah atau masyarakat disini menyebutnya gabah basah.
Gabah basah tersebut juga bermanfaat bagi Buruh karena gabah basah tersebut
bisa di jual ke pemasok beras atau Buruh bisa menikmati hasil padi tersebut
untuk kebutuhan sehari-hari jika sudah menjadi beras.

Dilihat dari segi Ma qud alaih, jasa buruh panen padi telah memenuhi
syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu
pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada
membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan buruh panen padi
ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah
menjadi kewajiban pihak musta ‘jir.

Pelaksanaan upah jasa buruh panen ‘padi ini diperbolehkan menurut
hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur
ketidak jelasan namun pemilik sawah sudah dapat mengukur berapa banyak
upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga telah rela dengan upah
yang didapatkannya. Prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling
membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana
buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai
dengan apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan pemilik sawah tidak bisa
memanen sendiri padinya. Dengan bantuan buruh panen padi, pemilik sawah
tinggal menunggu hasil panennya tiba sampai rumah atas jasa buruh panen padi.
Selain itu upah dengan sistem delapan banding dua ini juga sudah menjadi
kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan bisa menjadi hukum.

Oleh Karena itu sistem upah yang berlaku di masyarakat Kecamatan
Samadua sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat

dari akadnya, orang yang melakukan akad di Kecamatan Samadua yaitu sama-
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sama baliq dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan
yaitu delapan banding dua atas dasar kerelaan dan kepercayaan. ljab dan
gabulnya jelas antara pemilik sawah dan buruh panen padi, dan manfaat jasa dan
upah telah memenuhi syarat hukum islam karena jenis pekerjaannya telah di

jelaskan.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai tinjauan
hukum islam terhadap sistem upah buruh panen padi di kecamatan samadua
kabupaten aceh selatan diperoleh kesimpulan bahwa sistem upah yang berlaku
di masyarakat Kecamatan Samadua sudah memenuhi syarat dan rukun menurut
Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, orang yang melakukan akad di
Kecamatan Samadua yaitu sama-sama baliq dan berakal sehat, upah yang
diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu delapan banding dua atas dasar
kerelaan dan kepercayaan. ljab dan gabulnya jelas antara pemilik sawah dan
buruh panen padi, dan manfaat jasa dan upah telah memenuhi syarat hukum

islam karena jenis pekerjaannya telah di jelaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang
dapat penulis berikan:
1. Bagi Masyarakat Kecamatan Samadua
Sistem penetapan upah buruh panen panen padi sebaiknya tidak semata-
mata didasarkan atas pertimbangan adat kebiasaan dalam masyarakat
Kecamatan Samadua tetapi harus dilibatkan buruh panen padi supaya
terjadi saling meridhai antara pemberi dan penerima upah yang
sekaligus senang bekerja.
2. Bagi para pemilik sawah dan buruh panen padi
Sistem upah yang dilakukan di Kecamatan Samadua imbalan yang
diberikan oleh pemilik sawah adalah berupa uang agar setiap melakukan
perjanjian di awal bisa jelas. Meskipun untuk pihak buruh panen padi
sendiri tidak merasa keberatan atau terpaksa.
39
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3. Bagi peneliti yang akan datang
Bagi peniliti yang akan meneliti judul yang sama, hendaknya bisa
melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tinjauan

hukum islam terhadap sistem upah buruh panen padi.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Buruh Panen Padi di Kecamatan

Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Bagaimana Sistem Kerja antara pemilik sawah dan Buruh panen padi ?
Sejak kapan sistem upah menggunakan gabah basah ini di lakukan?
Kapan upah diberikan kepada buruh panen padi?

Berapa upah yang didapat jika buruh panen padi bekerja satu hari penuh?

a > w0 e

Berapa Ukuran Kaleng cat yang digunakan untuk mengukur banyaknya

gabah basar tersebut ?

6. Berapa uang yang didapat jika gabah basah tersebut di jual kembali ?

7. Bagaimana pandangan buruh tani terhadap besar upah yang berikan oleh
pemilik sawah?

8. Apakah semua pemilik sawah memberikan upah yang sama kepada buruh

panen padi?
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

.= AN, \ ' {/ i
DokumentaS| 1: Kelatan memoton padi bahasa ame nya disebut man ablk)

Dokumentasi 2 : Kegiatan menyusun padi yang sudah dipotong (bahasa jame
nya disebut maminuah)
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Dbkumenti 3: giatan mengan kat padi yan sudah dipotong kmsin
perontok padi.

o

e

Dokum

P =N

enfasi 4: Kegiaan ?ontokkan pédi agar menghasilkan gabah basah
dengan menggunakan mesin perontok padi
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